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ABSTRAK

            Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. 
            Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. 
           Penelitian ini bertujuan memberikan  kontribusi pemikiran dan aplikasi terhadap dunia hukumjuga kepada pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam kasus anak pelaku tindak pidana, karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika serta Menganalisa Pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika sehingga diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus  atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan pidana anak, khususnya sanksi rehabilitasi.
               Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. 
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1. Pendahuluan 
Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.[footnoteRef:3]Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij).[footnoteRef:4] [3: Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum,  Liberty, Yogyakarta,1988, h. 50]  [4: Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. ] 

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Batasan umur dewasa adalah apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Anak yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin maka tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut Pasal 294 dan 295 KUHP adalah yang belum mencapai umur 21 tahun danbelum kawin sebelumnya atau sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi kedalam kategori belum cukup umur. 
Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya.Narkotika sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu.Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.[footnoteRef:5] [5: Materi Advokasi, “Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional),  Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005, h. 8] 

Menyangkut penyalahgunaan narkoba, sindroma ketergantungan si pemakai narkoba disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: 
1. Faktor predeposisi 
a. Dikarenakan gangguan (faktor intern) dari dalam diri pribadi si pelaku. 
b. Karena kecemasan (faktor intern) yang ada dalam perasaan si pemakai tersebut semisal beban hidup yang begitu berat sehingga si pemakai ingin lari dari kenyataan. 
c. Karena depresi (faktor intern) atau tekanan batin yang mengakibatkan turunnya gairah hidup si pelaku. 
2. Faktor kontribusi 
a. Dikarenakan hubungan interpersonal (intern/extern) yakni dengan adanya interaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bila hubungan tersebut membawa ke arah yang kurang baik, maka terjerumuslah orang tersebut. 
b. Karena kebutuhan keluarga (faktor intern) yang apabila keutuhan keluarga tersebut terganggu atau kurang harmonis. 
c. Karena kesibukan keluarga (faktor intern) dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak remaja mereka. 
3. Faktor pencetus 
a. Pengaruh teman (faktor extern atau lingkungan atau dari luar) yang telah lebih dahulu sebagai pemakai, yang dapat membawa akibat negatif 
b. Kelompok pemakai (faktor extern) yang dapat mempengaruhi remaja, sehingga meniru apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, semisal idola dari remaja tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses melalui tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya tanpa melalui sensor. 
Ketiga faktor di atas termasuk factor demand yang akan menjadi suatu perbuatan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika bila dibarengi dengan factor supply.[footnoteRef:6]Menurut Ida Listyarini Handoyo bahwa pada umumnya para pengguna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya.Akan tetapi sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat si pengguna tidak lepas dari jerat narkoba.[footnoteRef:7] [6: Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 2-4]  [7: Ida Listryarini Handoyo,Narkoba Perlukah Mengenalnya, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004, h. 22] 

Sedangkan menurut Hadiman menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak.Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.[footnoteRef:8] [8: Hadiman, Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005, h. 2] 

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.[footnoteRef:9]Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.[footnoteRef:10] [9: Gatot Supramono, Loc. Cit]  [10: M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, h. 1 
] 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea).Hal-hal yang meringankan pemidanaan, terbagi juga menjadi tiga, yaitu, percobaan (poeging), pembantuan (medeplictige), dan belum cukup umur (minderjarig). Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, Undang-Undang Tentang Peradilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. 
Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak.Bagi anak seharusnya kebijakan untuk melihat permasalahan justru lebih dipentingkan, apalagi dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan. Teori yang paling dekat adalah teori differential association, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilator belakangi oleh faktor belajar, selain itu juga teori motivasi dari Romli Atmasasmita, yang artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini.
Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, namun lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi dan sebagainya. Semua obat berbahaya tetapi bukan narkoba.[footnoteRef:11].  [11: Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi, Jakarta, 2007, h. 10] 

Pemerintah dan rakyat telah melakukan kesalahan dalam memberikan pengertian narkoba.Narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, karena tidak selamanya narkoba tidak memberikan manfaat.Banyak jenis narkotika dan psikotropika yang memberi manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran.Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan.Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan dengan menggunakan obat bius yang tergolong narkotika.Orang stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.
Narkotika memiliki berbagai jenis yang dibedakan dalam bentuk golongan I, golongan II dan golongan III.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, golongan I terbagi dalam beberapa jenisseperti tanaman papaver somniferum L, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja dan lain-lain.Golongan II merupakan narkotika yang memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika mengklasifikasikan jenis golongan II tersebut seperti alfasetilmetadol, alfameprodina, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, anileridina dan sebagainya. Golongan III merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, sepertiasetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina dan sebagainya. Keseluruhan golongan yang telah disebutkan di atas tentu saja memiliki kegunaan dan manfaat tertentu, namun di saat yang bersamaan ketiga golongan tersebut dapat berbahaya bagi penggunanya apabila disalahgunakan.[footnoteRef:12].  [12: Ibid.,h.12] 

Penyalahgunaan zat narkotika tentu saja memberikan dampak buruk bagi penggunanya.Penggunaan zat narkotika tertentu dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang membahayakan dan merugikan sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara.Pengguna zat narkotika aktif tertentu harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Indonesia telah mengaturgolongan narkotika dalam bentuk undang-undang, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 
Pemberian rehabilitasi menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti, melihat sejauh mana judex factie menerapkan aturan-aturan yang ada berdasarkan pertimbangannya agar memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana narkotika. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut, bagaimanapengaturan hukuman bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika.

2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, kemudian dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam jurnal ini, yaitu :
1. Apa Karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna  narkotika ?
2. Bagaimana Pertimbangan Putusan Pengadilan dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika ?

3. Metode Penelitian
Jurnal ini merupakan penelitian hukum, maka metodeyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturanhukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu atau masalah-masalah hukum yang terkait anak penyalahguna narkotika dengan metode pendekatan yang digunakan adalah :
a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang-undang narkotika dan Undang-Undang Peradilan anak.
b. Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai rehabilitasi anak penyalahguna narkotika.
c. Metode Pendekatan Kasus (Case approach) yaitu dalam penelitian ini penulis akan mencermati kasus-kasus di lapangan yang sudah mempunyai putusan pengadilan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang pidana anak, yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2018/Pn.Jth, Putusan  Nomor 1/Pid.Sus.Anak /2018 /PN Smn dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).
 

Hasil dan Pembahasan 

Konsep Tentang Pemberian Rehabilitasi penyalahguna Narkotika terhadap anak 
Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksaanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.[footnoteRef:13] Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.[footnoteRef:14] Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[footnoteRef:15] [13:  Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 2007, h. 38]  [14: Yesmil Anwar & Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008, h. 1 ]  [15: Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2002, h. 20 ] 

Barda Nawawi Arief, menyatakan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:[footnoteRef:16] [16: Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada, 2008, h. 31-32. ] 

1. . Sudut pendekatan kebijakan, dimana: 
a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial   (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). 
c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 
2. Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filososfis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.[footnoteRef:17] [17:  M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1] 

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.[footnoteRef:18] Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.[footnoteRef:19] Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[footnoteRef:20] Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. [18:  Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2006, h. 86]  [19:  M. Sholehuddin, Op. Cit., h. 162]  [20:  Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta; Sinar Grafika, 1996, h. 3] 

Hal yang sangat menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.[footnoteRef:21] Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.[footnoteRef:22] Pada proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.  [21:  Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, Jurnal, Yogyakarta: Fakultas Hukum Atmajaya, 2014, h. 4]  [22: Focus Group Discussion Tentang Dekriminaliasi Pecandu Narkotika, Diselenggarakan Oleh Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tanggal 10 Oktober 2014, h. 14] 

Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.[footnoteRef:23] Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkotika, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkotika.[footnoteRef:24] [23: Ibid.]  [24: Ibid.] 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.[footnoteRef:25] Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:  [25:  Herman Soeparman, Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, h. 37] 

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain: 
a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya. 
b) Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait. Fungsi tenaga professional ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: 
1) Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas: 
a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak. 
b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial. 
c) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif. 
d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak. 
e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. 
f) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. 
g) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan 
h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. 
c) Manajemen yang baik. 
d) Kurikulum atau program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. 
e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan. 
f) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkotika di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).[footnoteRef:26] [26:  Hawari Dadang, Manajemen Stres Cemas dan Depresi, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2001. h. 132] 

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, program primer lamanya 6 (enam) bulan, dan program re entry lamanya 6 (enam) bulan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.[footnoteRef:27] Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[footnoteRef:28] [27: Abdul G. Nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1996, h. 23 ]  [28:  Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, h. 222] 

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Ida Listyarini Handoyo menyatakan bahwa anak pada umumnya menjadi pengguna narkoba awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat si pengguna tidak lepas dari jerat narkoba.[footnoteRef:29] [29:  Ida Listryarini Handoyo, Narkoba Perlukah Mengenalnya,Yogyakarta: Pakar Raya, 2004, h. 22] 

Hadiman menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak- anak setiap harinya.[footnoteRef:30] Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.[footnoteRef:31] [30:  Hadiman, Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, 2005, h. 2]  [31:  Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2004, h. 4] 

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:[footnoteRef:32] [32: Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan] 

a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk. 
b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk. 
c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga atau wali. 
d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali
e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien. 
f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun. 
Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.[footnoteRef:33] Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajad keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.  [33: Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan] 

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.[footnoteRef:34] Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.  [34:  Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan] 

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu dan tergantung pada perkembangan kondisi pasien. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sarana rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana narkotika diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang nantinya akan memberikan layanan pasca rawat bagi pelaku tindak pidana narkotika. 
Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. [footnoteRef:35] Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, melakukan kekerasan atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.  [35: Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan] 

Pemberian rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dan diharapkan tujuan pemberian rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi anak dan mengembalikan anak pada lingkungan sosialnya. 

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth
    a. Ulasan Kasus Posisi 
   Perkara anak dengan tersangka Restu Alfarido Bin Azwar Efendi, Medan 29 Oktober 2000, Umur 17 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Dusun Malahayati Desa Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Dalam diversi telah diketahui fakta sebagai berikut:[footnoteRef:36] [36: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth] 

1. Bahwa tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
2.  Bahwa Wali (nenek) mengatakan masih mau mengurus, merawat dan menjauhkan anak dari lingkungan pergaulan teman-temannya yang menggunakan narkotika. 
3. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar anak dapat tetap di rawat dan dititipkan di LPKS dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang sedang dijalani Anak, sehingga apabila Anak selesai menjalani Rehabilitasi dapat kembali kepada orang tuanya dan bisa melanjutkan pendidikannya. 
b. Dakwaan
Penuntut umum dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth mengajukan surat dakwaan sebagai berikut :
Primair :
Bahwa ia Anak RESTU ALFARIDO BIN AZWAR EFENDI bersama-sama dengan saksi Zulfikri Bin Safruddin Yahya dan saksi Reza Akmal Bin (alm) Mukhlis (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan warung kopi Arabia tepatnya di Jalan Mesjid Desa Lambaro Café Kec. Ingin jaya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golonganI bukan tanaman.

Subsidiair :
Bahwa ia Anak RESTU ALFARIDO BIN AZWAR EFENDI bersama dengan saksi Zulfikri Bin Safruddin Yahya dan saksi Reza Akmal Bin (alm) Mukhlis (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan warung kopi Arabia tepatnya di Jalan Mesjid Desa Lambaro Café Kec. Ingin jaya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Lebih Subsidiair :
Bahwa ia Anak RESTU ALFARIDO BIN AZWAR EFENDI bersama dengan saksi Zulfikri Bin Safruddin Yahya dan saksi Reza Akmal Bin (alm) Mukhlis (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan warung kopi Arabia tepatnya di Jalan Mesjid Desa Lambaro Café Kec. Ingin jaya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagidiri sendiri ”,

c. Tuntutan
Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak RESTU ALFARIDO Bin AZWAR EFENDI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”yang melanggar 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan lebihsubsidiair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
· 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastikwarna bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
· 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
· 1(satu) unit HP merk Xiomi warna putih merah jambu
Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulfikri bin SafruddinYahya.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah )
d. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada putusan ini didasarkan karena:[footnoteRef:37] [37: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth
] 

a. Bahwa anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
b. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar anak dapat tetap di rawat dan dititipkan di LPKS dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
c. Bahwa Anak sedang mengikuti Program Rehabilitasi pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerjasama dengan LPKS yang sedang dijalani Anak.
a. Bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat

e.   Putusan Hakim 
Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menghendaki kalau pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jantho Memutuskan:[footnoteRef:38] [38: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth

] 

1. Menyatakan Anak RESTU ALFARIDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap dirawat ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
· 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
· 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
· 1(satu) unit HP merk Xiomi warna putih merah jambu
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikri bin Safruddin Yahya ;
6. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

       f.   Analisis Kasus 
Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara tersebut diteruskan atau dihentikan, apabila perkara tersebut diteruskan, maka akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak. Pada prinsipnya diversi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan yang terjadi karena adanya tindak pidana yang terjadi dan juga untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khusunya bagi anak pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.[footnoteRef:39]Timbul perbedaan pemahaman mengenai tahapan yang paling efektif untuk melakukan pendiversian, apakah dilakukan pada tahap penyelidikan di kepolisian, penyidikan di kejaksaan ataupun pemeriksaan di pengadilan, jika dilihat dari pengertian utama diversi yaitu penyimpangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana formal, sehingga anak terhindar dari dampak buruk sistem tersebut, maka jika melihat penekanan ini, seharusnya sejak dari awal pada tingkat kepolisian kasus anak harus langsung di diversi, dan jika sudah dalam tahap kejaksaan dan tahapan selanjutnya tidak akan efektif karena anak tersebut telah masuk dalam sistem peradilan pidana.[footnoteRef:40] [39: Ibid., h. 2 ]  [40: Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak] 

Diversi harus diupayakan dalam setiap tahapan pemeriksaan mulai dari kepolisian hingga persidangan, dimana hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan diversi karena faktor tertentu, seperti jabatan orang tua pelaku tindak pidana, harta yang dimiliki, atau koneksi pada penegak hukum tersebut. Pendiversian disemua tahap ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Pada proses diversi yang telah berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik harus menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Kesepakatan diversi dimaksudkan untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.[footnoteRef:41] [41: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.] 

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.[footnoteRef:42] [42: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ] 

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh apara t penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.[footnoteRef:43] [43: Ibid., h. 2] 

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu : 
1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (sosial control orintation) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. 
2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (sosial service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 
3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restroative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.[footnoteRef:44] [44: Ibid., h. 5-6 ] 


Putusan ini merupakan bentuk pengalihan pidana anak dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi, dimana pemberian ini dimaksudkan agar mengubah prilaku anak menjadi lebih baik lagi. 

2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN Smn

a. Ulasan Kasus Posisi 
           Perkara anak dengan tersangka Anak, Sleman 19 Januari 2001, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Penumping JT III/82 Rt. 10 Rw. 02,Kel.Gowongan, Kec.Jetis, Kota Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja. Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4(masing-masing diberkas terpisah ) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAKSI 3 Di Slemanatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamantanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yanng berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI. 

b. Dakwaan 
Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, Anak telah didakwa sebagai berikut : 
Kesatu :
Terdakwa Anak bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 ( masing-masing diberkas terpisah ) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di rumah saksi SAKSI 3 Di Sleman atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan permufakatan jahatmelakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatananak dilakukan dengan cara sebagai berikut :
· Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi SAKSI 3 datang kerumah saksi SAKSI 4di Sleman dan berkata kepada saksi SAKSI 4 bahwa ingin menkonsumsi shabu, yang selanjutnya saksi SAKSI 4 mengatakan bahwa ada kenalan yang bernama DONI (DPO) yang bisa melayani pembelian sabhu, selanjutnya saksi SAKSI 4 meminjam Hand Phonemilik saksi SAKSI 3 merk Samsung warna putih yang kemudian diisi dengan sim card milik saksi 4 dengan no 087388805778 , kemudian mengirim SMS ke Hand Phone Sdr. DONI No 085800490017 dan menanyakan apakah Sdr. DONImenyediakan narkotika jenis Shahu, dan Sdr. DONI menjawab menyediakan,selanjutnya saksi SAKSI 4 memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000, kemudian Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi 4, kemudian anak bersama saksi SAKSI 4 mentransfer uang lewat ATM BRI sebesar Rp.550.000 ( milik anak) kerekening BCA atas nama SUPRAYITNO di mesin ATM di daerah Pasar KlitikanYogyakarta , kemudian Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu diJln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu,kemudian saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4berboncengan dengan sepedamotor mengambil 1 (satu) paket sabhu berat 0,5 gram ditempat tersebut, dansetelah shabu diambil selanjutnya saksi SAKSI 3 mengantar saksi SAKSI 4keJln.Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumahanak di Dusun Kebondalem, Sidoagung;
· Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu anak telah berada dirumah saksi SAKSI 3, kemudian 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dibuka oleh saksi SAKSI 3 dan dijadikan 2 (dua) paket shabu, tidak lama kemudian saksi SAKSI 4 datang kerumah saksi SAKSI 3, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi SAKSI 3 di Sleman sebagian kedua paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengansaksi SAKSI 3 dan saksi 4, sedangkan sebagian sisa shabunya dibawa pulang oleh saksi 4 
· Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB padasaat anak dan saksi SAKSI 3 berada di rumah saksi SAKSI 3 di Sleman mereka ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. dan dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainnya ditemukan 1   ( satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi shabu ditemukan di kursi tempat dispenser diruang tengah rumah saksi SAKSI 3 , sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocarisweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buahsedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing,1(satu) korek api gas warna biru ditemukan di pinggir jalan timur rumah saksi SAKSI 3 berjarak ± 800 m, yang sebelumnya barang tersebut telah dibuang oleh saksi SAKSI 3. Bahwa pada saat anak ditanya mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut, menerut pengakuan anak bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi SAKSI 3;
· Bahwa anak melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki,menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yangberwenang yaitu Menteri Kesehatan RI
· Berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 danN0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama tersangka SAKSI 3 menerangkan masing-masing sebagai berikut :
- Hasil pengujian :
- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Berat contoh : 0.0154 gram
- Kadar : Identifikasi Metamfetamin Positif
- Hasil Pengujian
- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Berat contoh : 0.0104 gram
- Kadar : Identifikasi Metamfetamin Positif
Kesimpulan : Contoh-contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin,Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Atau

Kedua:
          Bahwa anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI4( masing-masing diberkas terpisah ) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah SAKSI 3 Dusun Kebondalem RT 07 RW 17 Desa Sidoagung Kecamatan Godean, KabupatenSleman atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai penyalahguna narkotika jenis sabhu bagi dirinya sendiri
· Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi SAKSI 3 di,setelah saksi SAKSI 3 mendapat 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dari Sdr.DONI    ( DPO) yang kemudian di jadikan menjadi 2 (dua) paket shabuselanjutnya sebagian kedua paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 yang dilakukan dengan cara: saksi SAKSI 3 mengambil sebagian kedua paket shabu tersebut denganmenggunakan pipet yag telah diruncingi kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah sabhu berada didalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air, kemudian shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dari luar dengan korek api, kemudian muncul asap, selanjutnya asapnya dihisapsecara begantian melalui sedotan yang tidak terhubung dengan air dalamrangkaian bong oleh anak bersama saksi SAKSI 3 dan saksi 4;
· Bahwa anak pada saat melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Menteri Kesehatan RI;
· Berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 danN0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama tersangka SAKSI 3 menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu)dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
· Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DI.Yogyakarta, yang menerangkan Nomor : R/319/X/2017/Biddokkes tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BRIGADIR HENRI SURYANTO dan PENGDA NUR MAHMUDAH menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun menunjukan METAMPHETAMIN POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+);
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c.  Tuntutan 
Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum diketahui bahwa penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan:
1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan Barang Bukti :
· 1 ( satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu berat 0,0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
· 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
· 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
· 1 (satu) buah sedotan warna putih;
· 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
· 1(satu) korek api gas warna biru
· 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
Dipergunakan perkara lain atas nama Saksi 1;
4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim 
Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :
1. bahwa anak memiliki riwayat sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai catatan sebagai pengedar narkotika. Bahwa anak sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkotika golongan I dan anak tidak sedang dalam perawatan yang mengharuskan menggunakan narkotika;
2. bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta Nomor : IB/118/Lit.PN/A/X/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kesimpulan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di BPRSR dengan mendapatkan Rehabilitasi Medis dan Sosial dari Siloam
4. Bahwa perbuatan anak dilatarbelakangi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak bergaul bebas dengan lawan jenis dan terpengaruh menggunakan narkotika. 
5. Bahwa anak sudah tidak mengikuti pendidikan formal sehingga perlu diberi bekal ketrampilan demi masa depan anak;
6. Bahwa anak perlu mendapat bimbingan dan arahan yang jelas dalam lembaga dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan untuk megikuti pendidikan ketrampilan.

e. Putusan Hakim 
Putusan Pengadilan Negeri SlemanNo. 1/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Smn yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
· 1 ( satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu berat 0,0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
· 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tida ada;
· 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
· 1 (satu) buah sedotan warna putih;
· 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
· 1(satu) korek api gas warna biru;
· 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

f.   Analisis Kasus 
  Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk perkara anak nakal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggungjawab terhadap segala urusan dalam peradilan oleh pihak-pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang, dimana hakim adalah harapan para justiabelen (pencari keadilan) oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks  hukum.[footnoteRef:45] Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.”[footnoteRef:46] Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa:[footnoteRef:47] “Hakim dalam memerikasa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang beralaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan mamfaat bagi masyarakat.” [45: Satjipto Rahardjo, Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Volume 6, 2009, h. 12]  [46: Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 27]  [47: Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 319-320] 

Mengingat peranan penting pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan maka terciptanya pengadilan yang merdeka, netral (impartial judge), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayom hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan condition sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Selain itu hakim lebih diharapkan melihat sisi positif pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, mengingat anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban yang sudah seharusnya direhabilitasi dan dikembalikan kekeluarga untuk dibina menjadi lebih baik lagi.[footnoteRef:48] [48: Peranan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, http://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/2072-peran-pengadilan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia.html, diakses tanggal 21 September 2018] 

Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (impartial judge) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus 
 selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi tersangka dan terdakwa, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (equally before the law).[footnoteRef:49] [49: `Andi Hamzah & Bambang Waluyo, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaran Peradilan (Conterm Of Court), Jakarta: Sinar Grafika, 1998, h. 11] 

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan sistem peradilan pidana antara lain: 
1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah: 
a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[footnoteRef:50] [50: Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman] 

c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala permasalahan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[footnoteRef:51] [51: Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman] 

d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.[footnoteRef:52] [52: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman] 

2. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. 
3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:53] [53: Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman] 

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang    diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:[footnoteRef:54] [54: Bambang Waluyo, Op. Cit., h. 81] 

1. Melakukan penahanan dimana untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan penahanan.[footnoteRef:55] [55: Pasal 20 Ayat 3 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ] 

2. Pengalihan jenis penahanan penyidik atau penuntut umum dimana hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.[footnoteRef:56] [56: Pasal 23 Ayat 1 Jo Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] 

3. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.[footnoteRef:57] [57: Pasal 153 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] 

4. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas.[footnoteRef:58] [58: Pasal 154 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ] 

Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum. Hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dilakukan oleh hakim khusus. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu: 
1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan. 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.[footnoteRef:59] [59: Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak] 

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.[footnoteRef:60] Melihat bahwa sebagaian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mahkamah Agung mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.  [60: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak] 

         Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatur bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.” Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah: 
1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh badan narkotika nasional. 
2. Rumah sakit ketergantungan obat cibubur. 
3. Rumah sakit jiwa di seluruh wilayah-wilayah dalam tiap-tiap propinsi. 
4. Panti rehabilitasi departemen sosial dan unit pelaksanaan teknis daerah. 
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri).[footnoteRef:61] [61: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010] 

Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit dimana penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan, dimana untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan azas keadilan.[footnoteRef:62] [62: Masruchin Ruba’i, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, Malang: IKIP Malang, 1994, h. 63] 

Melihat beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim sebagai pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivism atau legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang, atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku penyalahguna narkoba. 
Putusan hakim yang sebagian besar bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh undang-undang pengadilan anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif adalah sebagai upaya yang terakhir menyangkut tentang bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlau universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. 

3   Putusan Nomor 988/Pid.B /2011/ PN.Jkt.Pst 

a. Ulasan Kasus Posisi
        Perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Fajar Adzhari, Jakarta 11 Juni 1993, Umur 17 Tahun, Laki-Laki, Indonesia, Alamat Jl. Gading Raya No.63 RT.010 RW.014, Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMA Kelas III. 
Pada awalnya terdakwa bertemu dengan Badruh (DPO) di daerah Taman Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa dan Badruh (DPO) patungan untuk membeli narkotika jenis ganja yaitu terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Badruh (DPO) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa dan Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa disuruh menunggu di Taman dan Badruh (DPO) masuk membeli narkotika jenis ganja, setelah Badruh (DPO) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian kembali mengajak terdakwa sambil mengatakan “ ayo udah “, selanjutnya terdakwa dan Badruh kembali parkiran lantai 4 Taman Menteng Jl. Cokrominoto Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat menemui saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, saksi Ariansyah dan Diana Oktavia. Kemudian Badruh (DPO) dan saksi Ariansyah duduk terpisah sekitar 4 (empat) meter dari terdakwa, selanjutnya Badruh (DPO) membuat lintingan narkotika jenis ganja. Setelah lintingan ganja tersebut selesai, selanjutnya Badruh (DPO) menyerahkan lintingan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Ariansyah, kemudian saksi Ariansyah dengan memegang 1 (satu) linting narkotika jenis ganja ditangannya dan bergabung dengan ditengah-tengah terdakwa, saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, dan Diana Oktavia. Selanjutnya saksi Chandra Nurwantoro dan saksi Agus Kristanto (keduanya anggota Polisi) yang sedang melaksanakan observasi dalam rangka mengantisipasi peredaran narkotika di daerah parkiran lantai 4 Taman Menteng Jl. Cokrominoto Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, dan saksi Ariansyah, sedangkan Badruh (DPO) berhasil melarikan diri. Pada penangkapan tersebut pada diri saksi Ariansyah ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari genggaman tangan kirinya, menurut saksi Ariansyah (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, saksi Ariansyah, dan Badruh (DPO). Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut

       b. Dakwaan 
Bahwa terdakwa Fajar Adzhari, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di parkiran lantai 4 Taman Menteng Jl. Cokrominoto Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu terdakwa telah memiliki Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2168 gram. 
Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana susunan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif. 

c. Tuntutan 
Terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa Fajar Adzhari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman.” 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Adzhari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 0,2168 gram tersebut adalah benar ganja mengandung (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Ariansyah. 
4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 

     d. Pertimbangan Hakim 
Hakim menyatakan bahwa setelah mendengar pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan untuk itu haruslah dibebaskan. Hakim juga menyatakan bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1) Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 22.30 wib di arena parkir lantai 4 taman menteng, terdakwa dan Ar-Rahman Firdaus Alias Rahman, Muhammad Ridwan Tanjung Alias Wawan, Ariansyah Alias Rian telah ditangkap polisi. 
2) Bahwa terdakwa dan saksi serta kawan-kawannya tersebut ditangkap karena penyalahgunaan narkotika. 
3) Bahwa salah satu teman terdakwa yang bernama badruh telah melarikan diri dan dalam status DPO. 
4) Bahwa pada waktu penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari tangan Ariansyah Alias Rian. 
5) Bahwa pada waktu penangkapan pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa daun ganja. 
6) Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa berpatungan dengan badruh dengan cara mengumpulkan uang untuk membeli ganja. 
7) Bahwa yang melakukan pembelian ganja tersebut adalah Badruh, sementara terdakwa hanya menunggu saja. 
8) Bahwa pada diri terdakwa tidak didapatkan izin untuk menggunakan narkotika. 
9) Bahwa terdakwa merencanakan mengkonsumsi ganja tersebut bersama teman-temannya. 
Hakim menyatakan bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 0,2168 gram tersebut adalah benar ganja mengandung (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Narkotika. Hakim menyatakan bahwa sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Badruh (DPO) pergi ke daerah Matraman Jakarta dengan menggunakan motor milik saksi Ariansyah.
Hakim menyatakan bahwa oleh karena susunan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dengan dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum, hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai atau yang paling mendekati terhadap tindak pidana  yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang menurut hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. 
Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta kata yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan nantinya untuk mengkonsumsi narkotika bersama teman-temannya, sementara yang membeli dan menguasai adalah Badruh dan Rian, sehingga dari fakta-fakta tersebut telah terbukti terdakwa Fajar merencanakan untuk menggunakan narkotika untuk diri sendiri. 
Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri, sehingga terdakwa harus dipidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara. 
Hakim menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana, Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika dimungkinkan agar dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa telah disebutkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu “kepentingan terbaik bagi anak” dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan. 
Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Hakim menyatakan bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, telah ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan, pengadilan memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya secara serius, namun lebih cenderung termasuk dalam kategori anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dan sifatnya adalah kenakalan belaka, hal ini berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah produk dari keluarga yang “broken home” dan kurang bahkan tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup sehingga perkembangan jiwa terdakwa tumbuh karena keadaan lingkungannya yang tidak mendukung atau tidak baik bagi kehidupan anak khususnya terdakwa. 
Hakim menyatakan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. 
Hakim menyatakan bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan. 
Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” 
Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya upaya akhir. Hakim menyatakan bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi terdakwa, Pengadilan harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat 2 UU SPPA, yang dalam hal mana telah diutarakan hal-hal sebagai berikut: 
Berdasarkan penelitian dan data yang terkumpul sesuai dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Jakarta Pusat, pembimbing kemasyarakatan berpendapat bahwa agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
1) Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan perbuatannya didasarkan ajakan teman. 
2) Klien saat ini masih tercatat sebagai siswa aktif kelas III SMA Pelita Tiga Jakarta. 
3) Klien tergolong anak rajin dilihat dari kemauan klien membantu orang tuanya. 
4) Klien telah menyesali perbuatannya dan usia klien tergolong masih muda, sehingga masih dapat diharapkan adanya perubahan pada diri klien. 
5) Keluarga adalah lembaga yang terbaik bagi pendidikan, perkembangan dan perlindungan bagi seorang anak. 
6) Hasil Litmas mengacu pada keadilan restoratif sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum & HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI. No.166 A/KMA/SKB/XII/2009 Jo. No.A/A/JA/12/2009 Jo. No. B/45/XII/2009 Jo. No.M.HH-08 HM.03.02 tahun 2009 Jo. 10/PRS-2/KPTS/2009 Jo. No.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 
7) Usia klien masih sangat muda dan masih dapat diperbaiki serta klien masih memiliki kemauan dan kesanggupan untuk mengubah perilakunya agar menjadi anak yang baik dan taat hukum demi masa depannya yang masih panjang dan baik serta klien ingin melanjutkan sekolahnya. Sehingga tindakan pemidanaan penjara bukanlah solusi yang tepat untuk klien. 
Hakim menyatakan bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat terhadap diri terdakwa, khususnya dalam kesimpulan dan saran, serta dengan memperhatikan Pasal 10 jo Pasal 11 ayat Peraturan Menteri Sosial RI. No.56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, maka pengadilan memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut telah sesuai dan dapat diterapkan pada penjatuhan hukuman kepada terdakwa oleh, pengadilan, namun dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan jenis penjatuhan pidana berupa “pidana bersyarat” dengan alasan jenis pidana tersebut kurang dapat mendidik bagi kehidupan terdakwa, maka dalam hal ini hakim lebih memilih agar terdakwa menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial agar pola kehidupan dan pola perilaku terdakwa sebagai pemakai narkotika dapat disembuhkan dan juga terdakwa tetap mendapat kesempatan untuk belajar sebagaimana keinginannya. 
Hakim menyatakan bahwa dalam menjalani rehabilitasi tersebut, maka pengadilan menunjuk pada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor. Hakim menyatakan bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini untuk selanjutnya harus dirampas untuk dimusnahkan. Hakim menyatakan bahwa pada diri Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara. 
Hakim menyatakan bahwa dari hal-hal yang terdapat di persidangan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf maupun hal-hal yang merupakan penghapus hukuman pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus tetap dijatuhi hukuman.
 
e. Putusan Hakim 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka hakim juga menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada anak dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri. 
2) Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor, untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial dibawah pengawasan petugas. 
3) Memerintahkan agar terdakwa segera dikirim ke Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor, segera setelah putusan ini selesai diucapkan. 
4) Menetapkan agar terdakwa dimerdekakan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 0,2168 gram dipergunakan dalam perkara lain. 
6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 

     f.   Analisis Kasus 

Berdasarkan putusan di atas, terlebih dahulu dipahami batasan tentang sistem peradilan pidana anak dan proses peradilan pidana. Berkaitan dengan sistem hukum, Lawrence M Friedmann mengemukakan teorinya bahwa dalam satu sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture).[footnoteRef:63] Dalam kaitan dengan sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmann di atas, maka dalam sebuah sistem peradilan pidana juga mengandung tiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu sub sistem akan berdampak negatif pada sistem secara keseluruhan.[footnoteRef:64] Selain itu, sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai physical system, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.[footnoteRef:65] Pada dasarnya sistem peradilan pidana anak (SPPA) dikemukakan pertama kali dalam Beijing Rule. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dimana menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[footnoteRef:66] [63: Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, h. 130]  [64: O.C. Koligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: Alumni, 2005, hl 17 ]  [65: Gordon B. Davis, Management Information System Conceptual Fundation Structure And Development, Sydney: M.Graw Hill, 1974, h. 81]  [66: Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, h. 84 ] 

Sistem peradilan pidana anak juga harus dilihat sebagai deterministic system yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai probabilistic system yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. SPPA juga harus dilihat sebagai open system sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut di dalam mencapai tujuannya.[footnoteRef:67]Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa, dimna ada polisi, jaksa penuntut umum, hakim pemutus perkara, dan lembaga kemasyarakatan, namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Hal yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan suatu lembaga khusus yang disebut petugas pemasyarakatan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus anak pelaku penyalahguna narkoba pada dasarnya menggunakan pasal-pasal dalm undang-undang narkotika. Kebanyakan dari putusan yang diberikan oleh hakim adalah berbentuk pidana penjara dan denda, walaupun putusan yang diberikan lebih ringan dari tuntutan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.  [67: Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, h. 15] 

Melihat beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim sebagai pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivism atau legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang, atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku penyalahguna narkoba. 
Putusan hakim yang sebagian besar bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh undang-undang pengadilan anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif adalah sebagai upaya yang terakhir menyangkut tentang kasus anak nakal, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlau universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Sebenarnya, terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, akan lebih bijak kalau hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, karena ada kerugian-kerugian yang muncul apabila dijatuhkan pidana penjara. Pemberian pidana penjara merupakan pengabaian terhadap hak-hak sipil bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar, dapat terkontaminasi dari teman-teman sesama anak didik pemasyarakatan yang memang mempunyai bakat kriminal, dan dari sudut kelembagaan bahwa lembaga pemasyarakatan tentu akan bertambah beban. 
Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Tentu alam fikiran yang serupa ini adalah akibat pengaruh aliran modern atau positif dimana payung filsafatnya adalah determinstis. Sebenarnya dalam hukum positif, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum mengharapkan bahwa terhadap pemula seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang sama. 
Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu: 
1. Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban. 
2. Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi. 
3. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan atau reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional. 
4. Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajad korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.[footnoteRef:68] [68: Badan Narkotika Nasional, Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara, Jakarta: Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, h. 5] 



SARAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian rehabiltasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu: 
a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. 
2. Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan. 
Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. 

      Atas kesimpulan  tersebut diatas Penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :
1.  Sebaiknya langkah rehabilitasi merupakan langkah utama dalam menyelamatkan setiap generasi muda yang terjebak dalam dunia narkotika, dan tidak semata-mata mengedepankan aspek pemidanaan bagi anak. 
2. 	Sebaiknya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang. Sebaiknya semua aparat penegak hukum lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga demi melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. 
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